BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak upah bagi pekerja paruh waktu menurut peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur secara spesifik.
Pengaturannya hanya mencakup perhitungan upah per jam sebagaimana
tercantum pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, namun
kebijakan pengupahan seperti dalam hal pemberian upah minimum dan atas
pengecualian asas no work no pay dalam hal upah menjalankan hak istirahat
tetap berlaku bagi pekerja paruh waktu. Besaran hak upah tersebut dihitung
secara proporsional berdasarkan jam kerja riil, sesuai amanat dalam PP
Pengupahan yaitu perhitungan upah bagi pekerja paruh waktu didasarkan
pada perhitungan upah per jam.

2. Pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja paruh waktu yang
mengalami keterlambatan upah akibat tidak adanya perjanjian kerja tertulis
adalah berhak memperoleh pelindungan hukum berupa mendapatkan upah
disertai dengan denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha, sesuai pada
ketentuan Pasal 61 Ayat (1) PP Pengupahan. Pekerja juga dapat dapat
menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan

hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mulai dari
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mediasi hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika
mediasi tidak berhasil.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran untuk
pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan
kebijakan yang secara spesifik ditujukan bagi model kerja paruh waktu.
Maraknya pekerjaan dengan model ini, memerlukan pedoman kebijakan guna
memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja, sekaligus dapat
menghindari pelanggaran-pelanggaran lainnya.

2. Kepada pengusaha, diharapkan mampu memahami dan menerapkan seluruh
ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam kegiatan usahanya. Serta dalam
melaksanakan suatu hubungan kerja, pengusaha wajib melandasi dengan
perjanjian kerja tertulis untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah
pihak dan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja.

3. Kepada pekerja, diharapkan mampu memahami hak-hak yang seharusnya
didapatkan dan memastikan adanya perjanjian kerja tertulis kepada
pengusaha. Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha,
pekerja disarankan untuk melaporkan atau meminta bantuan kepada Dinas

Ketenagakerjaan setempat.
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